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ABSTRAK

Natuna ialah jalur lintas laut internasional. Akibatnya, Cina kerap
menegaskan klaim teritorial atas Natuna. Hingga saat ini, posisi Indonesia
sebagai negara kepulauan tetap konstan untuk jangka waktu yang lama.
Keunggulan .ini. memungkinkan Indonesia, untuk memanfaatkan dan
mengelola wilayah maritim seluas.5;8 juta kilometer persegi. Kepulauan
Natuna adalah kepulauan terbesar di Indenesia dalam konstelasi konflik laut
Cina Selatan yang bergejolak. Dari versi Tiongkok, mereka mengklaim
wilayah Natuna ke dalam peta wilayah mereka berdasarkan sembilan titik
garis imajiner yang dikenal sebagai nine-dash line.

Namun,»{udonesia. tidak mengakuinya dari sembilan lokasi di
perbatasan ini, dengan alasan tidak ada landasan hukum internasional untuk
itu. Kesembilan titik imajiner tersebut menjadi sumber pertikaian di kawasan
laut Cina Selatan. Beberapa kali di laut Natuna, kapal Indonesia dan Cina
bertabrakan. Keberanian Cina konon dilatarbelakangi oleh keinginan besar
untuk menguasai kepulauan tersebut. Selain itu, Cina sering membuat
pernyataan samar yang menunjukkan bahwa Natuna benar-benar berada di
dalam wilayah Indonesia. Namun Cina tidak menyatakan bahwa Natuna
merupakan komponen integral yang dimiliki oleh Indonesia.

Selain 1tu, karena kesalahan terkait isi perjanjian internasional,
konflik: perebutan sumber. daya ekonoemi di daerah yang disengketakan,
kasus gangguan kepemilikan negara lain, adanya pengaruh politik dari
negara yang bersengketa, keamanan dan ckonomi di wilayah negara yang
bersengketa atau intcrnasional akan terganggu. Sehingga adanya konflik
dapat memberikan pengatruh tethadap bangsa dan masyarakat yang tidak ikut
serta dalam sengketa tersebut mendapatkan konsekuensi dari konflik
internasional Indonesia dengan Cina.

Penclitian ini bertujuan untuk menginvestigasi upaya penyelesaian
sengketa mengenai wilayah laut Natuna yang dilakukan oleh Indonesia dan
Republik Rakyat Tiongkok dan menginvestigasi mekanisme penegakan
hukum dalam “hukum laut internasional tentang sengketa wilayah laut
Natuna. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan
ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif.
Berdasarkan metode penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari 3 Bahan
Hukum, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum
tersier. Data yang terkumpul dari studi kepustakaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum - Sengketa Wilayah Laut Kepulauan
Natuna Indonesia Atas Klaim - Republik Rakyat Tiongkok

vii



ABSTRACT

Natuna is an international sea route. As a result, China has often
asserted its territorial claims over the Natunas. Until now, Indonesia's
position as an archipelagic country has remained constant for a long period
of time. This.advantage allows Indonesia to‘utilize and manage a maritime
area of 5:8 million square kilometers: The Natuna Islands are Indonesia's
largest archipelago in the volatile constellation of the South China Sea
conflict. From the Chinese version, they claim the Natuna area on their
regional map based on nine imaginary line points known as the nine-dash
line.

However,\indonesia did not recognize; it from the nine locations on
the border, arguing that there was no international legal basis for it. The
nine imaginary points have become a source of confliet in the South China
Sea area. Several times in the Natuna Sea, Indonesian and Chinese ships
collided. China's courage is said to be motivated by a great desire to control
the islands. In addition, China often makes vague statements indicating that
Natuna is indeed within Indonesian territory. However, China does not state
that Natuna is an integral component owned by Indonesia.

In addition, due to errors related to the contents of international
agreements, conflicts over economic resources in disputed areas, cases of
interference with other..countries' wownership, political influence from
disputing countries, security and economy in the territory of the disputed or
international countries will be disrupted. So that the existence of a conflict
can have an impact-on the nation and people who do not participate in the
dispute to get the cousequences’ of. Indonesia's international conflict with
China.

This study aims to investigate dispute resolution efforts regarding the
Natuna sea area carried out by Indonesia aud the People's Republic of
China and to investigate law. enforcement. mechanisms in international
maritime law regarding disputes over the Natuna sea area. This study will
examine the subject matter according to'the scope and identification of the
problem through a mormative juridical approach. Based on the normative
research method, the data source used in this study is a secondary data
source consisting of 3 legal materials, namely: primary legal materials,
secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collected
from the literature study.

Keywords: Law Enforcement - Indonesian Natuna Islands Sea Territory
Dispute on Claims - People's Republic of China
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BAB1

PENDAHULUAN

Seiring

g2 =

ﬁ\ﬁi\’\‘%\*’%

K.
-

hukum,
keaman

masalah

tempat

yang telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)

tahun 1982 yang ditandatangani oleh 117 negara, termasuk Indonesia dan

dua negara non -negara penandatangan, pada 10 Desember 1982, di

Montego Bay, Jamaika. menghirup salah satu teks Arsana dari tahun 2007
Mitos ini bertahan karena tidak ada negara yang memiliki keinginan

untuk menyeberangi lautan. Selain itu, Laut juga aktif dalam kegiatan
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ekonomi yang berdampak langsung pada kebijakan nasional. UNCLOS (The

United Nations Convention on The Law of the Sea/UNCLOS 1982)

menunjukkan efektivitas diplomasi Indonesia dalam mempromosikan

bawahnya.”

Pasal 3 : “Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut
teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis
pangkal.”

2. Zona Tambahan
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Setiap negara kepulauan memiliki sebidang tanah yang jaraknya
tidak lebih dari 12 mil dari bunyi tersier negaranya sendiri, atau 24

mil dari garis pangkal dari tempat bunyi tersier itu terdengar. Setiap

ai, serta

melacak

egara-negara
Hong Kong),

dan Federasi

serta ekonominya, seperti produksi energi dari sumber-sumber ini
seperti angin, matahari, dan kekuatan pasang surut. Setiap negara,
baik negara pantai maupun non-pantai, berhak atas akses transportasi
umum, serta kemampuan untuk terhubung ke Internet dan

menggunakan perangkat lain.
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4. Landas Kontinen

Merujuk pada pasal 76 pada BAB VI UNCLOS 1982, pengertian

landasan kontinen ialah:

Pasal 87: “Laut lepas adalah terbuka bagi semua negara baik negara
pantai (coastal states) maupun Negara tidak berpantai (land-locked
states). Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas (freedom
of the high seas), yaitu sebagai berikut : kebebasan pelayaran,
kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa

bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi
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lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan

ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan.”

Pasal 88-89 : “Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-

menjadi undang-undang pada tahun 1957. Sudah menjadi tanggung jawab
Indonesia sebagai negara yang telah diratifikasi untuk segera memasukkan
prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam hukum nasional.

Penting untuk dicatat bahwa dua aspek masalah kedaulatan maritim
dan hak-hak bangsa di laut adalah subjek dari dua kontroversi yang terpisah,

salah satunya terjadi pada tanggal 8 Agustus 1996, sebagaimana tertuang
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dalam UU No. 6 Tahun 1996. di Perairan Indonesia. Pada awalnya,
Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 UU yang bersangkutan. Sebagai permulaan, serupa dengan apa yang

LS
ey
egal an pulau-

dengan ¢
”
el
e’
e

>sia, sehingga

pulau pe

sesual u

memberlakukan undang-unda mendefinisikan zona ekonomi
eksklusif untuk negara yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
yang menetapkan aturan untuk melakukan perdagangan internasional di
dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. PPM No. 15 Tahun 1984 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia mengatur lamanya waktu pelaksanaan undang-undang tersebut.
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Pada tahun 1985 diundangkan Perikanan dan Peraturan Pelaksana
Peraturan Nomor 9 Tahun 1985 yang sebelumnya telah mengalami beberapa
kali perubahan sejak berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan,
khususnya yang  ber 0. denga

<>\ | 11
i a E

-
o
ain
v
&

it
g
as
el
&

Ramli, 2021, hal. 21)
Indonesia adalah negara kepulauan berdaulat yang terletak di lepas

pantai Asia Tenggara.

geografis berfungsi sebagai penghubung antara Asia dan Australia.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Karena Indonesia merupakan wilayah antara atau terletak di antara

dua wilayah lain, benua, Indonesia juga dikenal sebagai Nusantara Wilayah

(nusa mengacu pada dua benua terbesar) dan merupakan konsep visioner

perlima

luaran.

lokasinya yang berada di persimpangan Asia, Australia, Asia Tenggara, dan

India, menjadikannya pemain strategis utama yang diawasi ketat oleh negara
lain. Indonesia juga memiliki kemauan dan kemauan untuk menolong
dirinya sendiri., termasuk mempertahankan kepemilikan laut teritorialnya.
Hal ini sesuai dengan penegasan Bynkershoek bahwa tiap-tiap negara yang

memiliki wilayah maritim sangat bergantung pada kapasitasnya untuk
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melakukan pengawasan terhadap wilayah laut yang berada di bawah

yurisdiksinya. Selain itu, karena Indonesia adalah negara kepulauan,

Indonesia berbatasan pula dengan laut dengan Malaysia, Papua Nugini,

peluang tersebut ada di Kepulauan Natuna yang memiliki kekayaan hasil
laut dan deposit gas alam yang melimpah. Sejak ikan laut Natuna pertama
kali diperkenalkan, negara-negara lain telah terpikat oleh prospek
pendapatan yang sangat besar. Namun, itu tidak mungkin bagi negara-
negara lain karena Indonesia ialah pemilik sah wilayah laut Natuna.

Menurut situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, komoditas
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perikanan yang prospektif di Kabupaten Natuna ialah ikan pelagis dan ikan

demersal. Jumlah tangkapan ikan laut Natuna 400-500 ribu ton per tahun,

berikut juga dengan potensi deposit gas alam.

laut Cina Selatan. Beberapa kali di laut Natuna, kapal Indonesia dan Cina
bertabrakan. Keberanian Cina konon dilatarbelakangi oleh keinginan besar
untuk menguasai kepulauan tersebut. Selain itu, Cina sering membuat
pernyataan samar yang menunjukkan bahwa Natuna benar-benar berada di
dalam wilayah Indonesia. Namun Cina tidak menyatakan bahwa Natuna

merupakan komponen integral yang dimiliki oleh Indonesia.
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Rencana Upaya Cina untuk mengambil bagian dalam kegiatan Danau

Natuna masih terus berjalan. Pada 2019, diharapkan Tiongkok dan

jajarannya akan pindah ke Provinsi Natuna. Konvensi UNCLOS tentang

indonesia-di-perairan-natuna, 2 Februari 2022)

Wilayah Natuna ZEE Indonesia, yang diklaim China sebagai daerah
penangkapan ikan-ikan tradisional, telah menerima banyak permintaan dari
China untuk dapat menangkap ikan di daerah itu tanpa takut akan sanksi dari
pemerintah Indonesia. Cina telah beberapa lama aktif melakukan kegiatan

yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia. Sebuah kapal patroli China

10
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mencegat sebuah kapal Indonesia yang berusaha menangkap ikan secara

ilegal di Selat Natuna, dan kedua kapal tersebut dikawal kembali ke

pelabuhan. Jika Anda dapat menemukan cara untuk menyiasati persyaratan

karena
mereka g tidak terli S an k snya mereka
yang tid

Novianto, 2

Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia
Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut

Internasional”

11



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa mengenai wilayah laut Natuna

wilayah laut

blik Rakyat

hukum laut

B B S

=

=4

B 5
<>

membuka cara berpikir baru bagi pembaca dan penulis.

2. Memberi pemahaman yang lebih rinci mengenai hukum
internasional, khususnya yang berkaitan dengan hukum laut
internasional, mengenai Penegakan Hukum Mengenai Sengketa

Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari

12
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Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut
Internasional.

b. Manfaat Praktis :

1. Doktrin Mare Clausum

Doktrin Mare Clausum ini dicetuskan oleh John Selden. Yang
mana doktrin ini bertentangan pula dengan Hugo Grotius yang mana itu
adalah mare liberium. Ada ribuan buku dan artikel jurnal yang berisi
perawatan komprehensif dari banyak aspek berbeda dari subjek ini.' C.

John Colombos berpendapat bahwa hukum internasional, ". . . seperti

13
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yang dipahami hari ini, berumur sedikit lebih dari tiga ratus tahun."" Dia
mencatat permulaan hukum internasional dari Hugo Grotius' De Jure
Bellis ac Pacis yang diterbitkan pada 1625. Humas dan pejabat
‘ . ‘ dalam hukum laut
R » )

()
bl

3‘@

ANAy

&
o
%
@
@
( Z
alk
[

dan Hugo Grotius dari Belanda dan para pendukungnya, yang
mendukung mare liberum—kebijakan terbuka atau, seperti yang lebih
umum dikenal, doktrin kebebasan laut.' (Martinez, 1980, hal. 91)

Meski Mare Liberum dibangun untuk melindungi kebebasan
navigasi di laut (freedom of navigation) dari tuntutan bangsa Portugis

dan Spanyol, suasana dalam buku ini juga menitikberatkan pada hak

14
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menangkap ikan. Dalam pandangan Grotius, hak universal untuk
menangkap ikan di laut didasarkan pada kenyataan bahwa laut adalah

sumber kekuatan laut yang tidak terbatas. (Kusumaatmadja, 1986, hal.

o~

AR

LA
Al
o
o
lak
’i

pada gagasan bahwa lautan tidak dapat dimiliki karena sifatnya "cair",
menyiratkan bahwa lautan mungkin dimiliki oleh seseorang yang ingin
melakukannya..(https://www.hukumindo.com/2019/05/grotius-dan-

implikasi-pemikirannya.html, diakses pada tanggal 13 Desember 2021)
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2. UNCLOS III 1982

Selama paruh kedua tahun lunar, ketika negara-negara

meningkatkan upaya mereka untuk menangkap dan menjual king

tuk mengatur
di dunia oleh

ckonomi, atau

yang harus diperhatikan adalah kodifikasi amalan untuk sementara
waktu. Ada peluang untuk terbang di udara yang belum dipetakan,
meskipun beberapa persiapan telah dilakukan. Kemampuan UNCLOS I
dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk lebar laut teritorial,
menyebabkan UNCLOS II pada tahun 1960 dan akhirnya UNCLOS III,

yang berlangsung dari Desember 1973 hingga Desember 1982.

16
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(Sangkoeno, 2020). Komitmen yang dibuat pada UNCLOS I dirangkum

dalam tiga konvensi berikut.:

1. Konvensi tentang High Seas

ini

UNCLOS 11
ali lagi tidak

Jazirah Arab

teknologi maritim Neg e sesar dan berkembang pesat? ?
(Sangkoeno, 2020).

Apabila penanggung jawab kapal mengetahui bahwa peraturan
perundang-undangan di negara tempat kapal itu berada telah diabaikan,
maka pemilik kapal dapat memerintahkan awak kapal untuk
menghentikan kapal meninggalkan pelabuhan, menurut Pasal 111

UNCLOS 1III 1982. Pengejaran langsung negara pantai dapat

17
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memastikan bahwa penegakan yang diperlukan diperhatikan untuk

menghindari kurangnya kepatuhan (Craig, 2009, hal. 313)

UNCLOS HI 1982 memberikan hak kepada negara-negara

kehormatan, atau keselamatan bangsa. Pasal 19 huruf b mengidentifikasi
sejumlah potensi bahaya, termasuk lintas kapal asing tidak damai.
Sebuah ketentuan dalam Pasal 58 Konvensi PBB tentang Hukum
Laut (UNCLOS III, 1982) memberikan hak kepada negara-negara
kepulauan Pasifik tertentu untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi,

melindungi, dan membuang hidrokarbon dalam jumlah tidak terbatas di

18
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zona ekonomi eksklusif mereka. Karena mengandung bahan yang sangat
berbahaya bagi spektrum radiasi ZEE, bangsa ini harus didekati dengan

hati-hati melalui jembatan ponton terapung melintasi perairan

memaparkan

perihal be . an makna C , agar nantinya

kehidupan sosial di suatu negara. Jika dilihat dari segi subjek, penegakan
hukum dapat dipersepsikan sebagai upaya subjek yang luas untuk
menegakkan hukum, atau sebagai upaya subjek yang terbatas atau
sempit untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum dalam konteks
luas mencakup semua masalah hukum dalam semua hubungan hukum.

Siapapun yang menegakkan norma normatif atau bertindak atau

19
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menahan diri dari bertindak sesuai dengan hukum yang relevan adalah
menegakkan atau berpantang dari aturan hukum. Dalam arti terbatas,

dari segi materi pelajaran, penegakan hukum digambarkan sebagai

o
&
) ye
=)
W.‘

2 =8

diatur oleh perjanjian internasional dan hukum kasus. (Undang-undang

No. 32 Tahun 2014 tentang Tata Tertib)

. Pulau ini terletak di provinsi Riau (Kabupaten Natuna) di kepulauan

Kepulauan Indonesia. Berdasarkan situs asli Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Natuna, kabupaten ini terletak di bagian paling

timur provinsi, yaitu Selat Karimata. Kabupaten Kepulauan Riau

20



didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Meskipun didirikan pada tahun 1966 dengan hanya enam desa,

kabupaten ini telah berkembang menjadi 10 desa dan 53 kota pada tahun
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jumlah warga negara China yang diperkirakan mencapai 1,38 juta pada

2018. (2018). Beribukota Peking, juga dikenal sebagai Tiongkok, adalah
salah satu negara paling berbahaya di dunia karena dominasi negara
yang terus berlanjut dalam urusan ekonomi dan diplomatik global. Apa
yang dikatakan Tiongkok sekarang tidak jauh dari apa yang sudah

terungkap. Sejak 1766, ketika pemukim Cina pertama tiba di Cina,
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negara itu telah melihat peningkatan yang stabil dalam jumlah orang

yang tinggal di sana (1766-1122 SM). Dinasti Shang merupakan dinasti

pertama yang mencatat sejarah dalam bentuk tulisan. Kehidupan yang

berbagai norma yang mengatur pengendalian udara dan laut, serta
berbagai aktivitas di laut Eurasia. Sudah hampir satu dekade sejak Lex
Rodhia atau hukum laut dari Rodhia muncul di kedalaman lautan. Dia

(Anwar, hal. 1)
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, namun masuk ke payung

disiplin dan

bagai tujuan

Perserikatan Bangsa-Bangksa tentang Hukum Laut), serta dokumen-
dokumen lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dengan menggunakan sumber-sumber primer seperti disertasi, tesis,
tesis, dan tesis, serta artikel akademik, jurnal, dan buku, penelitian

ini berusaha menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum.

23
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c. Bahan-Bahan Non Hukum
Penelitian dalam penelitian ini bertumpu pada sumber non-Hukum

seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan

Teknologi deduktis guNa dalam penelitian ini untuk
menemukan dan mengidentifikasi korelasi antara fakta dan fakta, seperti
menemukan dan mengidentifikasi korelasi antara fakta dan fakta melalui
penggunaan suatu bentuk analisis statistik berdasarkan teori dan teori
yang tersedia untuk menunjukkan gambaran konstruktif masalah yang

dipelajari.

24
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BABII

TINJAUAN UMUM

etasi hakekat, semua

begitu batalyon kapal tenggelam di lautan. Akibatnya, pada saat semua
ini selesai, kita sudah mulai melihat perspektif internasional tentang
hukum laut, ketika orang mulai memikirkannya. Hukum maritim
internasional dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur
kedaulatan dan keamanan suatu negara dalam kaitannya dengan wilayah

perairan yang berada di bawah otoritas yurisdiksinya (yuridiksi

25
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nasional). Sebagai akibat dari pentingnya hukum perjanjian
internasional, pentingnya hukum perjanjian internasional diperburuk.

Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mengatur pemanfaatan

ebagai jalan raya

!.““‘ .’e‘ m laut
5 ggunakan

Hindia dan Laut Arab. .. Djuanda tetap harus memutuskan masalah
internasional, seperti lintas damai kapal asing yang berlayar di
Indonesia dan pipa-pipa dan kabel-pipa yang ditemukan di laut. UU
No.4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia kemudian berganti

nama menjadi "materi deklarasi" dalam hal ini.
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Penting bagi suatu bangsa untuk mempertahankan keberadaannya di
wilayah dengan batas batas yang jelas, yang merupakan salah satu

syarat keberadaannya. Wilayah NKRI seluas 3,1 juta kilometer persegi,

di berbagai
berbatasan
nd, Vietnam,

-Leste, serta

adanya sejumlah besar masyarakat yang aktif dan terlibat di kawasan,
adanya pemerintahan pusat yang kuat, serta pengakuan negara lain dan
dunia internasional terhadap NKRI sebagai negara terbesar di dunia,
serta penandatanganan KHL pada tahun 1982, yang mengukuhkan
status negara itu sebagai negara terbesar di dunia. Pada tahun 2022,

(wikipedia.com diakses, tanggal, 12 Maret 2022,)
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c¢. Penegakan Hukum Laut Nasional

Sebagai cara untuk memastikan bahwa hukum dan keamanan

dilindungi, 17 (tujuh belas) peraturan nasional Peraturan Perundang-

Nomor 3419)”
5. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,

Tambahan Lembaga Negara Nomor 5216)”
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6. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan

Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 56, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3482)”

11. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaga Negara Nomor 4168)”

12. “Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

29
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)”

13. “Undang-Undang Nomorl2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

AR

o
g
«
g
20
&

Republik Indonesia Nomor 5490)”

17. “Undang-Undang Nomorl7 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)”

Akibatnya, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah lembaga

dan organisasi maritim di Indonesia cukup besar. Sebanyak 13 organisasi
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penegak hukum ada di lautan Indonesia. Untuk memberikan gambaran, ada
enam lembaga penegak hukum dengan patroli satgas di udara dan tujuh

lembaga penegak hukum lainnya yang tidak memiliki patroli satgas.

ESA R

ntrian Ke
Ped
=
AT
g
7]

2. Kementrian Kesehatan

3. Kementrian Lingkungan Hidup

4. Kementrian Kehutanan

5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

6. Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.
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Dalam undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut,

dalam satu undang-undang subyek pelakunya bisa lebih dari satu instansi.

Keadaan ini bisa memunculkan perbedaan persepsi kewenangan yang

kehakiman yang memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa aturan di
jalan dipatuhi, termasuk Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan,
Keuangan, Kehakiman, dan Agung, telah membentuk Panitia Bersama
untuk Mengkoordinir Pengelolaan Jalan ( BAKORKAMLA).

Lembaga penegakan hukum di laut yang pertama kali didirikan Indonesia

dikenal dengan nama BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan
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Laut). Gedung ini dibongkar sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2005.
Perhubungan, Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Staf TNI AL

TNI AL termasuk di antara anggota kelompok yang mendukung badan

Jalam sistem
, antara lain

t dan Pantai

;‘ﬁ\ﬁé&\'
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o
=
ol
o
~
[¢]
o
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kehadiran Ketetapan MPR Nomor VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional
Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diakses di https://www.bphn.go.id/jurnal online, tanggal 10 Maret 2022,

Woulansari dapat diakses.
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional

Pengertian sengketa internasional adalah sengketa yang tidak

eksklusif untuk suatu bangsa. Artinya, aktor internasional tidak lagi hanya

Court)

2) Non Litigasi : negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan,
penemuan fakta, penyelesaian regional, penyelesaian dibawah
wibawa PBB (Pasal 33 Piagam PBB).

b. Melalui kekerasan yaitu retorsi, reprisal (pembalasan), blokade masa

damai, dan perang.
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Article 51 of the PBB permits the use of self-defense kryptonite in

close-quarters combat. Article 39 of the United Nations Charter addresses

the concerns of the United Nations Security Council by offering

concern the application of a principle or a norm of international law.”
(Adolf, 2004, hal. 6) Akibatnya, setiap perselisihan memiliki komponen
politik dan agama. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam proses
penulisan esai tentang hukum, terdapat aspek politis yang dapat digunakan,
atau dalam esai tentang hukum, prinsip-prinsip hukum internasional dapat

digunakan. Selanjutnya, solusi dari masalah hubungan Indonesia-Cina
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ditemukan dengan menggunakan diplomasi dan UNCLOS III 1982 sebagai

kerangka kerja. Itu semua karena fakta bahwa kedua negara telah

meratifikasi UNCLOS 1982.

seseorang dapat mencoba untuk memastikan bahwa garis batas wilayah
maritim akan diterapkan pada garis sementara (ekuidistan) (Arsana, Batas
Maritim). Antar Negara Suatu Tinjauan Teknis dan Yuridis., 2007, hal. 46)
Dikenal sebagai "teknik dua tahap", metode ini telah digunakan dalam
berbagai skenario termasuk wilayah perbatasan Libya, Malta, dan

Greenland-Jan Mayen . "Hal. 187" (Churchill, 1999)
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Dalam paragraf 74 dan 83 UNCLOS III 1982, kriteria untuk
menggambarkan ZEE dan daratan kontinental di antara negara-negara yang

disepakati bersama untuk terpisah atau bersebelahan ditetapkan, berdasarkan

aimana dinyatakan

\u\\‘ .@ L

c. Historic rights
d. Economic circumstances

Sebagai akibat dari sifat final dan konklusif dari pengajuan
Mahkamah Internasional, langkah pertama dalam proses ini adalah
memusatkan perhatian pada bagian luar pengajuan. Sengketa mengharuskan

penanganannya sesuai dengan hukum internasional, dan jika demikian,

37



konsep prinsip berkeadilan harus digunakan dalam konteks kasus Tunisia-
Libia 1982. Kualitas presentasi Mahkamah Internasional dapat ditingkatkan

dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tidak hanya aspek

2.3 Tinj mum Tents all “u] ik Rakyat

asifik, yang

dengan luas
da, bagian Cina
banyak jenis
dan minyak
istribusi produk

serta untuk
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(diakses,
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Pulau Natuna yang terletak di Kabupaten Natuna Propinsi
Kepulauan Riau ini terletak di tengah Samudera Hindia yang menjadi
sumber konflik antara Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC). Tujuh
pulau dan sebuah pulau di dekat Ranai merupakan populasi Natuna. Pada
tahun 1957, Kepulauan Natuna menjadi bagian dari provinsi Kerajaan

Petani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun, pada 19 Agustus,
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Kepulauan Natuna bergabung dengan Kesultanan Riau Treaty dan menjadi
bagian dari Provinsi Riau, menempatkan Kepulauan Natuna secara strategis

dekat dengan kekuatan militer internasional.

F 4
ang.
JLAF

I
WL ‘w:J 3

=

i

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623113553-20-
140352/nine-dashed-line-china-ke-natuna-bak-muncul-dari-langit diakses,
tanggal, 10 Mei 2022.
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Gambar 2.2
Peta Nine Dash Line

g - Jhﬁng‘iash line China
’ \

Menurut Presiden Jokowi, dua aris yang selama ini dikaitkan dengan
Tiongkok dan ditafsirkan sebagai pengurangan kekerasan maritim tidak
memiliki dasar hukum internasional. Saat berkunjung ke Jepang untuk
bekerja, Presiden Jokowi membeberkan fakta menarik tentang kisruh laut
negara tersebut: bahwa China harus berhati-hati dalam menentukan bobot

kapal salvage-nya. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang

terancam oleh pengumuman China baru-baru ini bahwa mereka telah
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menemukan dua pulau baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Menurut

Kementerian Luar Negeri, klaim China atas pulau Natuna telah

melemahkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

nan, juga mengatakan

‘ ‘ ‘ ‘ ‘!‘“ . , ‘ ‘ penduduk
N@‘gﬁﬂ@t WMQO | sia daripada

akan bisa

%‘é

>]lah memasuki

‘\\\\\\ \"““%’\

%
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BAB III

HASIL PENELITIAN

person (badz tau individu dalam bagia a yang berlainan
terjadi karer \ : ¢ ¢ ernasional, 2004,

hal. 1)

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam
sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes)
dan sengketa politik (political or nonjusticiable disputes). Dalam praktiknya
tidak terdapat kriteria pembedaan jelas yang dapat digunakan untuk
membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Meskipun sulit

untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa
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politik, namun para ahli memberikan penjelasan mengenai cara

membedakan sengketa hukum dan sengketa politik. (Argadinata, 2016, hal.

perdamaian.

Yurisdiksi wajib adalah suatu bentuk kendali dalam hal ini karena
memiliki potensi untuk melindungi kepentingan negara-negara ketiga
mengingat kebijaksanaan yang cukup besar yang diberikan kepada negara-
negara pantai. Untuk alasan ini, negara pantai menolak penyelesaian
sengketa wajib. negara-negara ini “menegaskan bahwa yurisdiksi eksklusif

yang diperoleh dengan susah payah dari negara pantai di zona ekonomi
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tidak boleh dibahayakan dengan penyerahannya kepada ajudikasi pihak
ketiga.” Kekhawatiran diungkapkan bahwa penyelesaian sengketa wajib

akan menginternasionalkan ZEE dengan membuka kemungkinan

pat mengatur
Iepas dan di

an Konvensi.

berbagai macam tujuan strategis. (Klein, 2005, hal. 286)

Sifat ancaman dalam isu pertahanan dan keamanan negara saat ini
bukan hanya bersifat state atau negara, melainkan ancaman individu atau
human threat yang bersifat transboundary. Sifat dari keamanan sudah tidak
lagi sebatas keamanan negara, melainkan juga keamanan individu atau

human security. Keamanan non tradisional saat ini menjadi isu yang
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berkembang di seluruh negara dunia. Dalam keamanan non tradisional
terdapat strategi yang digunakan untuk menghadapi potensi ancaman yang

datang, salah satunya adalah diplomasi pertahanan maritim. (Ahmad

a dilaporkan
itu meliputi

Selatan (ICS).

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Muhammad Farhan, mengatakan kepada Reuters, ia menerima pengarahan
perihal sepucuk surat dari diplomat China kepada Kementerian ITuar Negeri
Indonesia, yang dengan jelas meminta RI menghentikan pengeboran di rig
sementara lepas pantai, karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah China

(Kompas, 2021).
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Semua pengambilalihan wilayah oleh kekuatan kolonial ini

memberikan dasar bagi batas-batas saat ini di Iaut Cina Selatan. Mereka

menciptakan negara bagian dan mereka menciptakan perbatasan di antara

Yang mana hal tersebut mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas
dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan
persengketaan antara negara-negara yang bertetangga tersebut (Rizal Dwi
Novianto D. A., 2020, hal. 70).

Dalam hal persengketaan penulis mengambil permasalahan antara

Indonesia dengan Cina, permasalahan mengenai suatu wilayah perairan di
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Cina yang diperebutkan kepemilikannya. Dalam kawasan laut Tiongkok

terdapat beberapa pulau, pulau-pulau tersebut bernama Paracel, Spartly,

kepulauan Maccalasfield, dan pulau Pratas dengan posisi yang sangat

Namun pada tahun 1953, pemerintah Cina menyederhanakan peta itu
menjadi “nine dash line” yang sampai saat ini digunakan di wilayah laut
Cina Selatan. Namun kali ini di jaman sekarang bersinggungan dengan
kedaulatan wilayah negara-negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Brunei
Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia yang memperebutkan wilayah

Iaut Cina Selatan. (Rizal Dwi Novianto D. A., 2020, hal. 74)
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Pada tahun 1991, ketika menteri Iuar negeri Indonesia Ali Alatas
memperingatkan sengketa Kepulauan Spartly menjadi “daerah konflik

potensial berikutnya” untuk Asia Tenggara, dia tidak dapat menyadari

a Surabaya

wautd)

S RALAIRA

-

menurunkan
sedia" ketika

ahnya", yang

bersejarah” Cina harus menyertakan bagian tersebut. dari ZEE yang
memancar ke utara dari Natuna. (Johnson, 1997, hal. 153)

Cara Indonesia yang unilateral mengakibatkan negara-negara lain di
kawasan Asia Tenggara Iebih terisolasi dan rentan terhadap tekanan
diplomasi Cina daripada sebelumnya. Ini juga yang bisa mengurangi

kebersamaan ASEAN dalam menghadapi tekanan Tiongkok berikutnya
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sehingga melahirkan kontestasi yang Iebih sengit antara negara-negara

besar di wilayah tersebut (Saragih, 2018, hal. 56).

Tidak ada jaminan bahwa tindakan Jokowi terhadap laut Cina

jabatan yang telah ditentukan agar setiap pergantian ada penekanan upaya
berkelanjutan untuk menuntaskan terhadap masalah penting bersama yang
sedang dihadapi khususnya konflik sengketa wilayah tersebut. [alu ASEAN
juga mengupayakan perubahan status DOC (Declaration on the Conduct)

menjadi COC (Code of Conduct) sehingga kesepakatan perjanjian
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konstruktif terkait sengketa wilayah tersebut bisa mengikat masing-masing

pihak (Geotimes, 2022).

Selain itu ASEAN Iebih memaksimalkan fungsi mekanisme kerja

karena itu adalah perjanjian yang tidak mengikat, yang mana tidak
memberikan keamanan yang diperlukan dalam pengelolaan maritim.
Alasan kegagalan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut adalah
sengketa kedaulatan atas pulau-pulau dan terumbu karang di Taut dan tidak

adanya yurisdiksi maritim yang disepakati.
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Cina dan Vietnam adalah dua pemain kunci karena klaim kedaulatan

mereka yang bersaing dan ketegangan yang membara antara kedua negara.

Klaim Vietnam atas semua fitur sangat meresahkan karena mencakup pulau

ara itu. Dengan

shindari persepsi

tertentu. (Saragih, 2018, hal. 59)

Terdapat tiga pola yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam
melakukan diplomasi pertahanan maritim untuk menyelesaikan sengketa
yang ada dalam laut Natuna Utara. Pola yang digunakan antara lain,

Diplomasi Pertahanan Maritim Bilateral, Diplomasi Pertahanan Maritim

51



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Multilateral, dan Diplomasi Pertahanan Maritim Hukum Internasional.

(Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara, 2021, hal. 91)

Pertama adalah Diplomasi Pertahanan Maritim Bilateral. Perjanjian

Bentuk dari
1 pertukaran
a, dan latihan

ateral melalui

ini kurang Iebih sama dengan perjanjian bilateral, yang membedakan adalah

perjanjian multilateral melibatkan Iebih dari 2 negara yang melakukan
perjanjian. ASEAN hingga tahun 1994, tidak ada upaya multilateral negara
untuk mengatasi banyak tantangan keamanan di kawasan ini. Paska tahun
tersebut banyak negara Asia menganggap diplomasi pertahanan sebagai

bentuk yang paling berguna dan efektif dari gelombang multilateralisme
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keamanan baru-baru ini di kawasan, dan diplomasi pertahanan dalam

hubungan multilateral dianggap berpotensi untuk mengelola ketegangan,

meningkatkan arus informasi, dan membangun kepercayaan dan kesamaan

penempatan

aya. (Ahmad

tugas (Drab, 2018, hal. 70). Penerapan kebijakan diplomasi ini mengacu

pada hukum internasional yang mengatur mengenai hukum dalam Iaut atau
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (Ahmad
Pradipta Budhihatma Adikara, 2021, hal. 93)

Komunikasi yang intensif dapat meredakan ketegangan seperti yang

pernah terjadi di masa lalu antara pemerintah Indonesia dan Cina. Investasi
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Cina di Provinsi Kepulauan Riau terbukti kontroversial. Hal ini terutama

terjadi setelah sengketa maritim, konflik diplomatik, dan konfrontasi

Angkatan Taut 2016-2017 terkait perairan Natuna. (Setijadi, 2018, hal. 28)

ikan yang merusak membutuhkan Iebih dari sekadar undang-undang
nasional; itu membutuhkan upaya regional yang kolaboratif. (Hertria &
Wilmar, 2020, hal. 162)

Pendekatan pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian
sengketa di laut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan politik yang

berusaha yang berusaha mencari penyelesaian atas sengketa sebagai
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claimant state, menjadi non claimant state pada masa pemerintahan

Presiden Jokowi, dimana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi

kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin

1.

Undang-Undang Re

ZEE
Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di laut Cina

Selatan

. Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di laut Cina

Selatan

Batas Iandas Kontinen Indonesia di Iaut Utara Natuna
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3.2

Sesuai dengan yang telah dibuktikan di atas, permasalahan ini erat
kaitannya dengan doktrin mare clausum, yang mana doktrin ini menjelaskan

bahwa laut itu wilayah yang tertutup dan tidak dapat diakses oleh negara

a wilayah

m dalam

ternasional

Yudhoyono

Kontinen

Mazhad politik Kuomintang menafsirkan wilayah Cina mencapai 90% Iaut
Cina Selatan. (Tampi, Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan
China (Suatu Kajian Yuridis), 2017, hal. 5)

Perundangan yang terkait dengan kelautan mencakup 16 kebijakan
setingkat undang-undang yang merentang mulai dari ZEE, konservasi

sumber daya hayati sampai dengan pertahaanan dan keamanan. Demikian
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kompleks dan ragam kebijakan terkait kemaritiman yang terfragmentasi dan

saling tumpang tindih berpotensi membuat langkah pengambilan keputusan

dalam keamanan maritim Indonesia menjadi Iambat dan rumit. Salah satu

utama TNI-AL dalam kemaritiman, penanganan keamanan maritim
Indonesia melibatkan tujuh Iembaga yang berbeda yaitu TNI, Kepolisian
Republik Indonesia (POIRI), Bea Cukai, Imigrasi, kementerian
perhubungan, kementerian lingkungan hidup, dan badan koordinasi

keamanan laut (Bakorkamla) (Ichsanul, Lukman, & Dohar, 2021, hal. 182).
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Disaat yang bersamaan kedaulatan wilayah laut yang merupakan
bagian penting dalam keamanan maritim dengan aspek keamanan nasional

melibatkan ITima Iembaga, yaitu TNI, kementerian dalam negeri,

kerja sama,

Tirai Bambu

signifikan bidang '& ‘ i na-Indonesia Maritime
. (t) 5\- . . g
Cooperation ~ Committee " China-Indonesia ~ Maritime
Cooperation Fund (MCF). MCC dan MCF merupakan kerja sama strategis
bidang maritim bertujuan membangun infrastruktur, penelitian dan
teknologi, keamanan dan keselamatan navigasi kelautan di kawasan laut
Cina Selatan. Kementerian Iuar Negeri Republik Rakyat Cina tahun 2015,

menilai bahwa pembentukan kedua bidang dapat memperkuat praktek kerja
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sama keselamatan navigasi, keamanan, riset dan perlindungan lingkungan
maritime. (Peggy Puspa & Yandry, 2018, hal. 56-57)
Keberhasilan Indonesia bersama ASEAN serta Cina dalam upaya

,ﬂ‘ih\ )

penyelesaian

\t-f't%‘rE ‘(9

v

e
e
N
-
1"‘_-
).

’
¢
!.;;‘

dengan deklarasi tersebut, yakni:

a. Deklarasi tersebut juga membuat pihak-pihak yang terlibat di konflik
Taut Cina Selatan harus menerapkan prinsip yang terkandung di dalam
ASEAN Treaty of Amity and Cooperation sebagai basis kode etik

internasional di kawasan Iaut Cina Selatan;
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b. Deklarasi ini menciptakan basis Iegal terhadap penyelesaian konflik di
Iaut Cina Selatan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam deklarasi tersebut

harus memiliki komitmen untuk melakukan afirmasi kembali terhadap

wention. on W of the:Sea 1982, TAC dan

S bt

Konvensi mengenai penyelesaian sengketa wajib, ketentuan tersebut tidak
begitu Tuas untuk mencakup semua sengketa mengenai penerapan atau
interpretasinya dan bahwa banyak sengketa Iaut besar dikecualikan dari
penyelesaian wajib oleh Mahkamah Internasional atau oleh pengadilan atau

tribunal lainnya. (Oda, 1995, hal. 863)
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Prinsip dasar penyelesaian sengketa diatur dalam Bagian 2—
"Prosedur Wajib yang Menimbulkan Keputusan Mengikat"—yang,
bagaimanapun, tunduk pada penerapan Bagian 3, berjudul "Pembatasan dan

Jika  seseorang

SNty

menge

o

N b ;. ‘@

dikecua

Pertama, Konve ¥ untuk menjadi kode yang
komprehensif untuk hukum Iaut secara keseluruhan, yang mencakup semua
masalah yang relevan dalam satu teks. Kedua, ia dimaksudkan untuk
bersifat universal, sebuah kode yang dapat memperoleh dukungan seluas
mungkin dari negara-negara dan yang sejauh mungkin mewakili konsensus
pandangan. Ketiga, teks Konvensi dimaksudkan sebagai satu kesatuan yang

utuh, suatu "kesepakatan paket", yang hanya dapat diratifikasi secara penuh,
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tanpa syarat, atau tidak sama sekali. Karena Konvensi ini membahas banyak
hal yang telah dipersengketakan, banyak hal baru dan banyak hal yang

masih belum terselesaikan, Konvensi ini pasti mewakili keseimbangan

harus mampu membav

menegakkan ketentuan tertentu dari perjanjian dan untuk dituntut oleh
negara atau oleh kontraktor dasar Taut jika melebihi atau menyalahgunakan
kekuasaannya. Seabed Disputes Chamber dengan demikian unik di antara
pengadilan internasional dalam berbagai pihak di mana ia menjalankan
yurisdiksi wajib. Tetapi ITLOS juga memiliki yurisdiksi yang Iebih Iuas

daripada Mahkamah Internasional. Meskipun dalam kasus-kasus wajib tetap

62



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

terbatas pada sidang perselisihan antar negara, ia juga memiliki yurisdiksi

konsensual umum yang berpotensi meluas ke entitas lain termasuk

organisasi internasional dan bahkan mungkin organisasi non-pemerintah.

b. Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib

Jika tidak tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa
secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang
menghasilkan keputusan yang mengikat. Bab XV, khususnya Pasal. 287
UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilihuntuk

penyelesaian sengketa yaitu (Kantjai, 2019, hal. 100):
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1) Mahkamah Internasional Hukum laut (International Tribunal for the

Law of the Sea-ITLOS).

2) Mahkamah Internasional (International Court of Justice —ICJ)

tujuan untuk

AN

prestasi  dan

2005, hal. 40).

e

pada ITLOS,

setuju untuk

atau kapan pun sesudahnya, suatu Negara bebas untuk memilih,

melalui deklarasi tertulis, satu atau Iebih cara berikut untuk
menyelesaikan perselisihan mengenai interpretasi atau penerapan ini.
Konvensi:

a. Pengadilan Internasional untuk Hukum Iaut didirikan sesuai

dengan lampiran VI.
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b. Pengadilan Internasional.
c. Pengadilan arbitrase dibentuk sesuai dengan Iampiran VII.

d. Pengadilan arbitrase khusus dibentuk sesuai dengan Iampiran

o
‘;

g
o
&
o

|
o

untuk penyelesaian perselisihan, itu hanya dapat diajukan ke
arbitrase sesuai dengan lampiran VII, kecuali para pihak sepakat.

Suatu deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat 1 akan tetap berlaku
sampai tiga bulan setelah pemberitahuan pencabutan diserahkan

kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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7. Deklarasi baru, pemberitahuan pencabutan atau berakhirnya

deklarasi tidak dengan cara apa pun memengaruhi proses yang

tertunda di hadapan pengadilan atau pengadilan yang memiliki

meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di
bawahnya.”

Pasal 3 : “Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan Iebar
Taut teritorialnya tidak melebihi 12 mil Iaut yang diukur dari garis

pangkal.”
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7. Zona Tambahan

Setiap negara pantai memiliki suatu zona tambahan yang tidak

melebihi 24 mil dari garis pangkal dari mana Iebar laut teritorial

economic zone,

o
=4
d
o

e ¢
o
"
K apua Nugini,
Vi)
oy
o

ncis. lebar ZEE

konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun
nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta
untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi
dari air, arus, dan angin. Di ZEE semua negara baik negara pantai

maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan
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penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan

penggunaan sah lainnya.

. Iandas Kontinen

) mil Iaut dari

isobath) 2500

eksklusif, Taut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan
perairan kepulauan dalam negara kepulauan.

Pasal 87: “Laut Iepas adalah terbuka bagi semua negara baik negara
pantai (coastal states) maupun Negara tidak berpantai (land-locked
states). Semua negara mempunyai kebebasan di laut Iepas (freedom

of the high seas), yaitu sebagai berikut : kebebasan pelayaran,
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kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa

bawah Iaut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi

lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan

sebagai upaya untuk memprovokasi Indonesia. Terlebih, penghuni kapal-
kapal China itu sempat menolak pergi dan tetap kukuh bahwa kehadirannya
di Natuna sah, hal itu terjadi ketika petugas Badan Keamanan Iaut
(Bakamla) berkomunikasi dan berusaha mengusir kapal Cina beberapa hari

Ialu. (https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08340781/upaya-
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indonesia-usir-kapal-china-di-natuna-kirim-470-nelayan-hingga-
tegaskan?page=all, diakses, tanggal, 11 Mei 2022)

Gambar 3.1

Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)

1982, Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Di
sisi lain, Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk
menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap Cina
melalui Duta Besar yang ada di Jakarta. Sedangkan, TNI dan Bakamla

terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk
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memantau kondisi di Iokasi ITaut Cina Selatan dengan siaga.

(https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08340781/upaya-indonesia-

usir-kapal-china-di-natuna-kirim-470-nelayan-hingga-tegaskan?page=all,

2022
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Gambar 3.3

Pemantauan Kapal Asing

Sumber:

https://www.geogle.com/search?g=pencegatantkapal+chinatoelehtpemerintah+

natuna+2022/
Gambar 3.4

Tentara Bersiaga Melakukan Pemantauan

Sumber: https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-

51030852.amp
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Sesuai dengan uraian diatas, jelas bahwa didalam prinsip-prinsip

UNCIOS jika ada penyelesaian sengketa mengenai wilayah Taut dalam

diselesaikan secara damai ataupun wajib sesuai tertera dalam pasal-pasal
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BAB 1V

PENUTUP

yang tidak ada ujungnya.
Berdasarkan pasal 49 UNCIOS 1982 yang menyatakan bahwa kedaulatan
suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal
kepulauan, yang ditarik sesuai dengan pasal 47, disebut sebagai perairan
kepulauan, tanpa memperhatikan atau jaraknya dari pantai. Ini
menjelaskan bahwa laut ZEE di Kepulauan Natuna adalah hak kedaulatan

negara Indonesia.
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4.2 Saran
1. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tetap harus mempertahankan

wilayah kedaulatan yang ada. Pemerintah harusnya dapat mengupayakan

a.‘;‘

g
f&
o

Diharapkan konvensi-konvensi hukum Iaut internasional ini harus
memiliki penegakan hukum yang Iebih bijaksana lagi. Adanya upaya
untuk mengarahkan permasalahan ini ke peradilan khusus untuk hukum

Taut internasional.
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